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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa 

yang ditakdirkan untuku tidak akan pernah melewatkanku” 

- Umar bin Khatab 

 

“Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena yang 

membencimu takkan mempercayainya dan yang menyukaimu tak perlu 

itu.”- Ali bin Abi Thalib 

 

“Kamu terlahir dengan potensi. Kamu terlahir dengan kebaikan dan 

kepercayaan. Kamu terlahir dengan cita dan mimpi. Kamu terlahir dengan 

kejayaan. Kamu terlahir dengan sayap-sayap. Kamu tidak dilahirkan 

merangkak, jadi jangan lakukan. Kamu memiliki sayap-sayap. Pelajari 

menggunakannya dan terbanglah.” 

 – Jalaluddin Rumi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  LATAR BELAKANG 

 
Perkawinan ialah hal penting dalam hidup manusia yang menjadi suatu 

hal yang dianggap mulia, hal ini dikarenakan di dalam rumah tangga terdapat 

fungsi pengaturan rumah tangga serta keturunan dari pasangan. Perkawinan 

umumnya memiliki tujuan dengan kurun waktu yang lama sesuai dengan 

cita-cita individu yang menjalaninya yakni memiliki hidup yang memiliki 

kerukunan, ketentraman serta kebahagiaan dengan saling mengasihi. 

 Perkawinan yang mana memiliki tujuan untuk pembentukan rumah 

tangga dimana hal ini menjadi suatu unsur dalam masyarakat. Hal ini 

awalnya diatur dalam berbagai aturan, namun sebagai bentuk dari plularisme 

hal ini tidak lagi diseragamkan dalam aturannya melainkan diatur 

berdasarkan golongan masyarakat itu sendiri, seperti ketentuan untuk 

golongan Eropa, China, serta golongan pribumi ataupun Kristen.1 Adanya 

perbedaan tersebut membuat hal ini menjadi tidak seragam antara satu 

dengan lainnya, sehingga terbentuklah peraturan yang membuatnya seragam 

yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya 

disebut dengan UU Perkawinan). 

 
1  Sri Turatmiyah dkk,Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang:UPT 

Unsri,2019, hlm 10 
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UU Perkawinan dalam Pasal 1  menjelaskan : “Perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini ikatan lahir serta 

batin ialah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya sangat diprlukan 

untuk keberlangsungan pernikahan yang dijalani. Ikatan lahir ataupun batin 

ialah ikatan terlihat dan jelas dimana ikatan ini sebagai tanda adanya 

hubungan resmi secara hukum untuk dapat hidup bersama antara pria sebagai 

suami serta wanita sebagai istri. Ikatan ini pun diketahui oleh masyarakat 

sekitarnya. Ikatan yang terjadi ini ialah hal yang sangat penting hal ini 

dikarenakan ikatan ini juga dijadikan sebagai suatu pondasi dalam 

perkawinan yang abadi dan kekal. Hal ini berarti perkawinan diharapkan 

dapat berlangsung selama hidup kedua insan juga tidak putus dengan 

mudahnya.2 

Pada Kenyataannya Perkawinan yang awalnya bertujuan agar dapat 

kekal, terkadang tidak seperti yang diharapkan. Hal ini biasanya disebabkan 

oleh beberapa masalah yang kemudian membuat perkawinan itu tidak sesuai 

dengan yang diharapkan di awal. Permasalahan yang sering terjadi ialah 

terkait virginitas atau keperawanan serta terkait mengenai keadaan diri 

wanita dimana dirinya masih ada ikatan dengan tali perkawinan pihak ketiga. 

Pasangan suami istri pada umumnya adalah berawal dari dua individu 

yang sedang dalam kondisi lajang atau pernah memiliki perkawinan dengan 

 
2 Wantjik K Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet XIII, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1987, Hlm.14. 
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yang sebelumnya namun sudah selesai. Ketika suami mengetahui bahwa 

istrinya masih memiliki hubungan dengan perkawinan yang sebelumnya 

sehingga hal ini membuat kondisi istri tidak seperti harapan suami, respon 

suami pun akan muncul karena dirinya merasa ditipu kemudian akan 

membuat suami emosi. Hal ini lah yang kemudian menjadikan konflik dalam 

hubungan tersebut sehingga seringkali terjadi perpisahan antara keduanya 

yang diinisiasi dari pihak suami.  

Berdasarkan hal tersebut pihak suami memilih untuk memutuskan 

perkawinannya melalui suatu proses hukum yakni Pembatalan Perkawinan. 

Hal ini dimuat dalam UU Perkawinan Pasal 24 yang menyebutkan bahwa : 

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu 

dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan  yang baru, dengan tidak mengurangi 

ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- Undang ini.” Menurut 

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: “Seorang 

suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 

mengenai diri suami atau isteri.” 

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt yakni 

Permohonan Pembatalan Perkawinan dimana hal ini diajukan oleh pihak 

yang memohon. Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan 

dimana telah dilakukan menurut ajaran Agama Islam dengan catatan status 

perkawinan perawan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan   



 

 

4 
 

Akta  Nikah   Nomor: 014/14/I/2014, hari Jumat,  tanggal  03  Januari  

2014,  bertepatan  dengan  01 Rabiul Awal 1435 H, dan kemudian 

perkawinan  tersebut mendapatkan seorang anak perempuan bernama   

Patricia   Agustiana   Paris,   lahir   pada tanggal 12 Agustus 2014. Pemohon 

baru mengetahui dikemudian hari ternyata termohon hingga saat ini masih 

memiliki ikatan dalam perkawinannya dengan Robby serta mempunyai anak 

yang bernama Risky pemohon juga baru menyadari tentang kepalsuan dan 

kebohongan termohon serta kebohongan mengenai anak yang dikatakan oleh 

termohon sebagai anak pungut yang ternyata sebenarnya adalah anak 

kandung termohon dari perkawinannya dengan Robby. Hal ini membuat 

syarat dari perkawinan tidak bisa dipenuhi yakni adanya penipuan ataupun 

salah sangka dalam suatu perkawinan. Oleh karena hal ini maka pemohon 

menginginkan pengajuan permohonan terkait pembatalan perkawinannya 

ke Pengadilan Agama Sampit. 

 
Berdasarkan uraian diatas memuat Putusan Hakim dengan amar Menolak 

Permohonan dari Pemohon terkait Pembatalan Perkawinan antara Pemohon 

dan Termohon serta dinyatakan permohonan Pemohon mengenai hak asuh 

dan perwalian atas anak termohon tidak dapat diterima serta pemohon 

menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon yang meminta 

pengembalian barang pribadinya yang telah dicuri serta diasingkan oleh 

termohon. Maka dari itulah, penulis memiliki kengininan untuk melakukan 

penelitian secara lebih lanjut melalui skripsi dengan judul “Pertimbangan 
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Hakim yang menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena 

Salah Sangka (Studi Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt) ” 

 
 
 

B.  RUMUSAN MASALAH 

 
Masalah yang sudah dirumuskan berdasarkan penjelasan di atas ialah : 

1.   Faktor-Faktor apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim sehingga 

menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dalam 

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt? 

2.   Apa akibat hukum dari Permohonan    Pembatalan Perkawinan     yang     

ditolak     hakim     dalam     Putusan     Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt? 

 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang 

ditentukan oleh peneliti ialah: 

1.  Untuk  menganalisis  Faktor-Faktor  apa  yang  menjadi  dasar 

Pertimbangan Hakim sehingga menolak Permohonan Pembatalan 

Perkawinan sebagaimana          dalam          Putusan Nomor 

0400/Pdt.G/2016/PA.Spt. 

2.  Untuk menganalisis  Akibat Hukum terhadap Permohonan Pembatalan 

Perkawinan     yang     ditolak     hakim     dalam  Putusan     Nomor 

0400/Pdt.G/2016/PA.Spt. 
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D.  MANFAAT PENELITIAN 

 
Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini ialah: 

1.   Manfaat Teoritis 

 
 Penelitian ini harapannya bisa memperkaya bahan pembelajaran terkait 

hukum perdata serta hukum islam, utamanya terkait dengan hukum 

perkawinan dimana secara khusus di dalamnya membahas pembatalan 

perkawinan. Sedangkan untuk penulis, penelitian ini harapannya bisa 

memberikan ilmu yang lebih luas juga menambah pengetahuan terkait tata 

cara menulis ilmiah. 

2.   Kegunaan Praktis 

 
 Penelitian ini harapannya dapat memiliki manfaat secara praktis yakni 

mampu menjadi bahan pertimbangan serta pemikiran yang kemudian bisa 

dipakai oleh penegak hukum serta orang yang berkepentingan guna 

melakukan pencegahan serta pengurangan perkawinan yang tidak sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

 

 
 

E. RUANG LINGKUP 

 
 Ruang lingkup penelitian ini ialah tentang faktor apa sajakah yang 

dijadikan dasar bagi hakim atas Pertimbangan Hakim sehingga menolak 

Permohonan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Nomor 

0400/Pdt.G/2016/PA.Spt dan Akibat Hukum terhadap Permohonan 

Pembatalan Perkawinan yang ditolak hakim dalam Putusan Nomor 

0400/Pdt.G/2016/PA.Spt. 
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F. KERANGKA TEORI 

 
Dalam bagian ini akan dibahas praktik hukum serta bagaimana hal 

tersebut dijalankan. Dalam penyelesaian masalah terkait penelitian ini, 

peneliti memakai suatu pendekatan yakni yuridis normatif UU Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Nomor Nomor 

0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, kemudian keduanya dihubungkan pada dasar 

teorinya yakni teori pertimbangan hakim dan kepastian hukum, yang 

dijelaskan seperti di bawah ini: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

 
 Mackenzei memberikan penjelasan bahwa pertimbangan dari hakim 

atas proses jatuhan putusan di dalam suatu kasus akan digunakan beberapa 

teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan kasusnya, yakni : 3
 

a. Teori Keseimbangan 

 
 Keadaan seimbang antara persyaratan yang ada di perundang-

undangan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar atau keadaan 

dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus ialah yang dimaksud 

dengan kesetimbangan. Keadaan pihak yang berhubungan dengan kasus 

yang dimaksud seperti adanya kepentingan masyarakat, kepentingan dari 

terdakwa, serta kepentingan yang terjadi pada korban, ataipun 

kepentingan dari pihak penggugat serta tergugat. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

 
3 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102 
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Ketika proses putusan dijatuhkan secara final, hakim akan 

mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan jalannya putusan 

nantinya sehingga harapannya putusan yang diberikan ialah suatu 

hukuman yang bersifat wajar bagi pelakunya. Hal ini dilakukan dengan 

pendekatan seni sehingga dalam putusan yang diberikan akan 

menggunakan dorongan hati atau naluri dibandingkan dengan 

menggunakan pengetahuan hakim. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

 Selain menggunakan dorongan hati dalam membuat putusannya, 

dorongan hati tersebut juga harus dilandasi dengan berbagai pengetahuan 

akan ilmu hukum serta wawasan lainnya. Sehingga seorang hakim 

dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas yang tidak hanya 

berkaitan dengan hukum saja. Hal ini dikarenakan ketika proses setelah 

pembacaan penjatuhan hukuman, hakim mampu memberikan 

pertanggungjawaban akan putusan yang sudah ia berikan dengan 

dikaitkan akan teori hukum serta ilmu lainnya yang memiliki kaitan 

dengan kasus yang sedang ditanganinya. 
 

 
 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

 
  Pengalaman dari hakim adalah hal yang paling bisa menolong para 

hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Hal 

ini dikarenakan hakim sudah dapat tahu dari kasus sebelumnya 

bagaimana proses yang terjadi setelah penjatuhan hukuman dengan 
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kasus yang sama dengan dikaitkan pada kondisi lingkungan serta 

keadaan dari orang yang divonis.  

 

e. Teori Ratio Decidendi 

 Menurut teori ini, seorang hakim harus melihat berbagai hal yang 

ada di balik kasus yang ia tangani. Mereka harus memperhatikan berbagai 

aspek yang memiliki kaitan dengan inti dari kasus tersebut yang kemudian 

dapat ia gunakan untuk mencari apa peraturan yang sesuai untuk 

digunakan saat penentuan putusan. Selain itu, motivasi dari hakim juga 

harus jelas dan tidak berpihak sehingga kedua hal tadi diharapkan bisa 

membantu hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. 

f. Teori Kebijaksanaan 

 
  Made Sadhi Astuti menjelaskan bahwa adanya teori 

kebijaksanaan ini merupakan teori yang bertujuan untuk melindungi 

masyarakat akan suatu peristiwa hukum, melindungi anak yang 

memiliki tindak pidana atau bermasalah di da mata hukum, membantu 

untuk menyadarkan solidaritas dari masyarakat serta keluarga untuk 

melakukan pembinaan,  pendidikan serta pemeliharaan pada anak 

pelaku tindak hukum dimana hal ini digunakan sebagai suatu untuk 

mencegah kasus lainnya. 

Aspek terpenting dalam pewujudan nilai terhadap hasil dari putusan 

hakim ialah pertimbangan dari hakim. Hal ini dikarenakan dimana di 

dalamnya terkandung nilai-nilai yang adil (“ex aequo et bono”), kepastian 
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serta manfaat hukum memiliki sangkut paut dengan perkara yang ada di 

dalamnya.4
 

Hakim memberikan pertimbangan dengan berdasar hal berikut :5 

a. Pokok persoalan tidak disangkal; 

b. Terdapat analisis yuridis akan segala aspek yang memiliki kaitan 

dengan fakta ataupun hal yang menjadi bukti untuk persidangan; 

c. Melihat petitum dari penggugat dimana hal ini harus dijadikan 

pertimbangan dengan teliti satu per satu sehingga hal ini nantinya dapat 

dijadikan bahan pertimbangan terkait tuntutan tersebut dapat dikabulkan 

atau tidak atau dapat dibuktikan atau tidak di dalam putusannya. 

Ketika hakim mempertimbangkan dan juga melakukan proses 

penjatuhan keputusan pengadilan akan didasarkan pada teori serta hasil 

penelitian yang memiliki kaitan dengan kasus yang ditangani. Hakim ialah 

seseorang yang dianggap mampu menegakkan hukum dimana ia adalah 

seseorang yang dianggap mampu memberikan suatu kepastian hukum 

sehingga dengan keputusannya ini akan dijadikan suatu tolak ukur dalam 

mencapai suatu hukum yang pasti. 

 

2. Teori Kepastian Hukum 

 
Gustav Radbrunch menyatakan bahwa nilai dasar hukum memiliki 

suatu asas yang sangat penting yakni asas kepastian akan hukum. Asas ini 

menjelaskan bahwa hukum haruslah dibuat secara tertulis agar hal ini bisa 

 
4 Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka 

Pelajar.Yogyakarta. 2004. Hlm. 140 
5  Ibid .hlm. 142  
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bersifat pasti dan tidak berubah dengan mudah. Hal ini dimaksudkan agar 

hukum menjadi semakin jelas terhadap peraturan yang ada. Asas ini pada 

awalnya diperkenalkan oleh Gustav pada buku yang Ia tulis sendiri dengan 

judul “einführung     in     die rechtswissenschaften”, dimana di dalamnya 

dijelaskan mengenai nilai dasar dari hukum ialah : (1) Nilai akan keadilan 

(Gerechtigkeit); (2) Nilai akan Kebermanfaatan (Zweckmassigkeit) ; serta 

yang terakhir (3) Nilai kepastian akan hukum (Rechtssicherheit). Kepastian 

hukum dalam nilai dasar ini berarti bahwa suatu hukum sudah dinilai 

memiliki kepastian yang jelas dan tidak berubah seturut dengan aparat 

hukumnya, hal ini karena hukum dinilai memiliki kekuatan yang jelas 

secara tertulis sehingga dalam pelaksanaannya dapat dihindari tindakan 

yang tidak sesuai dan sewenang-wenang yang mana hal sewenang-wenang 

tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperoleh suatu 

keuntungan tertentu .6 

Dengan demikian suatu keadaan yang chaos merupakan suatu 

keadaan dimana sistem hukum yang ada tidak tegas dan tidak pasti, oleh 

kerena itu suatu hukum harus bersifat jelas dalam pelaksanaannya sehingga 

apapun keadaannya di lapangan dan hal subjektif lainnya tidak akan 

memengaruhi putusan dari pemberi putusan. 

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori kepastian hukum dapat 

membantu Penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kepastian hukum dari 

 
6  Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas 

Kepastian Hukum meali Konstruksi Penalaran Positivisme. jurnal krepido.Volume 01, 
Nomor 01, Juli 2019  
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faktor-faktor apa saja yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pembuatan 

pertimbangan sehingga menolak permohonan Pembatalan Perkawinan 

sebagaimana ada di putusan   No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt  dan  Akibat  

Hukum  Pembatalan  Perkawinan terhadap anak yang ada di putusan No. 

0400/Pdt.G/2016/PA.Spt sebab hal tersebut menjadi tidak kondusif tanpa 

adanya eksistensi dari kepastian hukum. 

 

G.       METODE PENELITIAN 

 
Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa penelitian ialah 

alat yang digunakan untuk melakukan suatu pengembangan, penguatan 

serta pembinaan akan ilmu pengetahuan.7 Adapun penelitian yang dilakukan 

pastinya memiliki tujuan, manfaat serta permasalahan yang diteliti dimana 

hal inilah yang menjadikan indikator berhasil atau tidaknya suatu penelitian. 

Selain hal tersebut, penggunaan metode penelitian yang tepat juga memiliki 

pengaruh pada keberhasilan penelitian karena hal ini akan memengaruhi 

keakuratan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode yakni 

:  

1.   Jenis  Penelitian 

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dimana  

prosesnya yakni dengan menggunakan data sekunder berupa bacaan 

pustaka atau data untuk diteliti.8 Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 

 
7  Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 

2008 hlm 3 

  8  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Raja 

Grafindo 
Persada, Jakarta, 1995, hlm 13 
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dimana nantinya digunakan dalam penentuan aturan, prinsip, serta doktrin 

dalam hukum dengan dikaitkan pada kasus yang sedang digunakan guna 

mendapatkan jawaban. Objek dalam penelitian normatif ialah norma, 

konsep, asas, serta doktrin dalam hukum. 

2.   Pendekatan Penelitian 

 Teori pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah : 

a.   Pendekatan Undang-Undang 

 
 Pendekatan ini dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani”.9 Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan 

dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam yaitu Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang 

Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam ialah peraturan perundang-undangan yang 

akan digunakan oleh penulis. 

 

b.   Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakan Pendekatan yang dilakukan 

dimana peneliti hanya meneliti berdasarkan aturan hukum yang ada. Hal 

 
9  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 

2007, Hlm 136 
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ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak adanya aturan hukum 

untuk permasalahan yang terjadi.10 

c.   Pendekatan Kasus 

Pendekatan ini menggunakan suatu kasus yang sudah mencapai 

putusannya dimana sudah dijadikan suatu yang tetap serta memiliki 

kekuatan yang utuh yang kemudian kasus yang berhubungan dengan isu 

yang diangkat tersebut dilakukan analisis ulang.11  “Adapun yang perlu 

dijadikan perhatian dalam melakukan pendekatan ini ialah “ratio decidendi 

atau reasoning”, yang berarti suatu pokok bahasan yang hakim pakai dalam 

penentuan putusannya .12
 

 

3.  Bahan Penelitian Hukum 

Adapun sumber data penelitian ini ialah: 

 a.  Bahan Hukum Primer 
 

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahan hukum primer memiliki 

otoritas atau dapat dikatakan memiliki sifat autoritatif.13 Peraturan 

Perundang-undangan, catatan resmi pengadilan serta risalah yang ada di 

pembuatan peraturan merupakan beberapa contoh dari bahan hukum 

primer.14 Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah putusan   

Pengadilan   Agama   Sampit   Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, UU No. 1 

 
10  Ibid hlm 177 
11 Ibid hlm 93 
12 Ibid hlm 119 
13  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 

2007 hlm 66-67 
14 Ibid hlm 67 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum 

Islam dan juga Putusan Pengadilan 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt. 

 

b.  Bahan Hukum Sekunder 

 
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum dalam penelitian yang 

digunakan untuk mendukung data primer yakni dengan pemberian 

penjelasan terhadap data primer. Rancangan undang-undang, karya di bidang 

hukum, hasil penelitian ialah beberapa contoh dari bahan hukum sekunder. 

Adapun selain mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dipakai untuk mempertajam argumen juga analisis yang dilakukan oleh 

peneliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku serta karya 

ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik pembatalan perkawinan karena 

salah sangka. 

 

c.  Bahan hukum tersier. 

 
Bahan hukum tersier ialah pendukung dari bahan primer serta sekunder 

seperti misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif ataupun yang 

lainnya yang bisa menjadi bahan pendukung juga memiliki hubungan 

dengan penelitian ini.15
 

 
 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

 
15 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Depok, Rajawali Pers, 2018, 

Hlm 12-13 
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Salah satu langkah yang peneliti gunakan sebagai cara untuk 

mengumpulkan bahan hukum ialah yang dimaksud dengan teknik 

pengumpulan bahan hukum.16 Adapun hal yang dilakukan ialah studi pustaka 

seperti pengumpulan bahan hukum melalui bacaan Peraturan Perundang-

undangan, dokumen resmi, jurnal, artikel yang ada di internet, serta literatur 

lainnya selama hal tersebut memiliki hubungan dengan topik bahasan dalam 

bahan hukum sekunder. 

 
 

5. Analisa Bahan Hukum 

Analisis hukum dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif 

dimana dalam prosesnya akan didapatkan suatu saran yang berfungsi untuk 

pemecahan masalah yang dituju.17 Metode ini akan dipelajari suatu tujuan 

dari hukum, nilai keadilan, validitas dari sebuah aturan, konsep serta norma 

hukum hendak menciptakan argumentasi serta konsep dimana akan dijadikan 

preskriptif yang memiliki nilai serta bisa menjadi bahan untuk 

mempertimbangan dalam menyikapi kasus yang relevan dengan topik 

penelitian ini. 
 
 

6. Metode Penarikan Kesimpulan. 

 
Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan Penalaran 

Induktif, dimana di dalamnya terdapat suatu konsep dengan didasarkan pada 

peristiwa tertentu dimana hal ini dipakai untuk validasi suatu teori, hukum 

 
16  Iskandar. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan 

Kualitatif), Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm 178 
17 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas 

Indonesia, 2008, hlm 10 
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serta konsep umum. Pemikiran induktif ini dilakukan pertama-tama dengan 

menyampaikan teori dimana teori ini bersifat khusus dan spesifik kemudian 

dilanjutkan dengan pernyataan pendukung yang bersifat umum atau 

general.18  Ini menjadikan metode ini merupakan metode generalisasi. 

Pendekatan ini sering disebut sebagai Pendekatan penarikan kesimpulan 

dari yang khusus menuju umum. 

 
 

  

 
18 Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan,2005,hlm 15 
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